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MOTTO

“Jika anda menang, tak usah berkomentar. begitu juga jika anda kalah, tak usah
beralasan.”

(Adolf Hitler)
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RINGKASAN

Dewasa ini pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan

untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu

pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal

pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta

di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut

adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang

disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para

pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan

kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak

sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk

mencoba menganalisa dan mengkaji serta mencari solusi dengan mengangkat

sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “KEKUATAN

PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH

TANGAN OLEH NOTARIS.”

Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu : Apakah kewenangan notaris

dalam melegalisasikan dan Waarmerrking terhadap akta dibawah tangan?,

Apakah notaris bertanggung jawab terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi

dan Waarmerrking?, dan Apakah perbedaan kekuatan pembuktian untuk akta

dibawah tangan yang dilegalisasi dan di Waarmerrking oleh notaris?. Adapun

penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan

notaris dalam pembuatan akta legalisasi dan Waarmerrking, untuk mengetahui

dan memahami tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang

dilegalisasi dan di Waarmerrking. Sedangkan metode yang digunakan dalam

skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan masalah
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melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) dengan bahan hukum primer, baham hukum sekunder dan

bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan

bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.

Kewenangan notaris dalam hal me-register (Waarmerrking) suatu akta dibawah

tangan hanya sebatas mendaftarkan akta dibawah tangan yang telah dibuat oleh

para pihak dan hadir di hadapan Notaris untuk mendaftarkan akta dibawah tangan

tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Pertanggungjawaban

notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian

tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak yang dalam

perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat

itu diisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangan tersebut. Sedangkan

pada Waarmerrking akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu

tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh

Notaris. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris akan mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian

terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Setiap perjanjian yang dibuat dibawah tangan, sebaiknya dibuat dengan

melegalisasikan akta dibawah tangan tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat

secara dibawah tangan baik itu dibuat oleh para pihak dengan dilegalisasikan

ataupun di Waarmerrking notaris hendaknya meminta fotocopy KTP dari para

pihak. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan

terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat

oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat dan di tanda tangani di

hadapan notaris. Jika dimungkinkan ada kekurangan pada akta dibawah tangan

sebagai bukti tertulis segera untuk melengkapi alat bukti lainnya, karena suatu

akta yang dibuat dibawah tangan baik yang telah dilegalisasi maupun hanya di

Waarmerrking adalah permulaan dalam pembuktian dan perlu dikuatkan dengan

alat bukti lain.
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